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Judul : Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia
Nama : Roni Sinarta Purba
Nim ;02121001047

ABSTRAK

Penelitian mengenai Eksistensi Partai Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia
difokuskan pada mengetahui bagaimana eksistensi partai 0posisi dalam sistem
presidensial di Indonesia dan apa implikasi eksistensi partai oposisi dalam sistem
presidensial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu peran partai politik
sebagai partai oposisi yang merupakan bagian dari sistem checks and balances yang
dilaksanakan melalui lembaga legislatif. Munculnya partai oposisi ditengarai terkait
dengan keberadaan sistem multi partai, sistem pemilu proporsional, dan kekalahan
partai politik dalam kontestasi Pemilihan Presiden. Implikasi eksistensi partai 0posisi
dalam sistem presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; pergeseran pemeran
(aktor) oposisi yaitu dari oposisi oleh gerakan separatis, Oposisi oleh kekuatan politik
di luar parlemen (eksis sebagai kelompok penckan seperti gerakan-gerakan
mahasiswa), ada pula oposan individual, hingga oposisi yang diperankan oleh partai
politik di dalam parlemen; terbentuknya dua kubu koalisi partai di DPR yaitu koalisi
partai oposisi dan koalisi partai pendukung pemerintah; terjadinya perseteruan antara
koalisi partai oposisi dan koalisi partai pendukung pemerintah di DPR yang berimbas
kepada buruknya kinerja DPR dalam melaksanakan fungsinya; partai oposisi sebagai
kekuatan politik yang kritis dan korektif dapat memperlambat bahkan menjegal
proses pembuatan kebijakan pemerintah di DPR.

Kata kunci: Eksistensi Partai Oposisi, Sistem Presidens
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki  sistem untuk  menjalankan  kehidupan
pemerintahannya, sistem tersebut adalah sistem pemerintahan.Sistem pemerintahan
merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap negara yang digunakan
sebagai panduan pemerintah dalam mengatur dan menjalankan penyelenggaraan
pemerintahan suatu negara.Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan
pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta
hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara dan

dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Menurut ruang lingkupnya, pengertian sistem pemerintahan dapat dijelaskan
sebagai berikut:?
1)  Sistem pemerintahan dalam arti sempit
Sistem pemerintahan adalah sebuah kajian yang melihat hubungan
legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara.Berdasarkan kajian ini
dibedakan dua model pemerintahan yakni, sistem parlementer dan sistem
presidensial.

2)  Sistem pemerintahan dalam arti luas

! Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Kencana, Jakarta,2010, him. 147-148.
“Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 57.



Sistem pemerintahan adalah suatu kajian pemerintahan negara yang
bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan
antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam
negara.Sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan,
negara serikat (federal), dan negara konfederasi.
3)  Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas

Sistem pemerintahan adalah suatu sistem pemerintahan  yang
menitikberatkan hubungan antara negara dan rakyat.Sistem ini dibedakan
menjadi sistem pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi, dan
pemerintahan demokrasi.

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara
demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun bentuk
variasi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda sehingga
melahirkan bentuk-bentuk semu (quasi).®

Mencermati sistem pemerintahan di Indonesia, sebagaimana ketentuan di
dalam UUD 1945 setelah amandemen, Indonesia menganut sistem presidensial
dengan dalih bahwa banyaknya pasal-pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan.® Tetapi walaupun banyak pasal yang
menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dalam
UUD 1945, belum menjamin bahwa negara Indonesia menganut sistem presidensial

secara murni. Hal yang demikian disebabkan karena adanya beberapa ketentuan-

*|chsanul Amal, Teori — Teori Sistem Pemerintahan, Wacana, Yogyakarta, 2012, him. 19
“Ibid., him. 25



ketentuan dimana praktek-praktek parlementer itu masuk dalam ketentuan UUD

Negara Indonesia.

Seperti Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Setiap rancangan Undang-
undang dibahas olen Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama”. Pasal ini mempertegas bahwa setiap rancangan undang-undang
yang ingin dibuat maka harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan
legislatif, seandainya itu tidak terjadi maka proses pembahasan undang-undang yang

ingin dibuat tidak dapat direalisasikan.”

Sedangkan salah satu ciri sistem presidensial menurut Jimly Asshiddiqy
adalah terdapat pemisahan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.® Jadi secara tidak
langsung ada suatu pemisahan yang tegas antara cabang-cabang lembaga negara
tersebut. Tetapi dengan melihat pasal ini maka ada suatu ketidaktegasan pemisahan
kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, karena seakan-akan antara eksekutif dan
legislatif melebur menjadi satu yang saling terkait atau saling membutuhkan,
sehingga ciri ini lebih dekat dengan sistem parlementer yang dianut dibeberapa

negara di dunia.

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia dapat menjadi pembahasan
yang menarik, dikarenakan pada umumnya negara yang menggunakan sistem

presidensial hanya memiliki sistem kepartaian dua partai saja. Seperti yang terjadi

5Sigit Pamungkas, Peran Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.
149

8Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,Buana
Ilmu Populer, Jakarta, 2008, him. 316



pada sistem pemerintahan Amerika Serikat, misalnya apabila Presiden terpilih
tersebut adalah dari Partai Demokrat maka secara otomatis Partai Republik akan
menjadi pihak yang oposisi dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut sangat erat
kaitannya terhadap penguatan pemerintah dan menjadi dasar terwujudnya check and
balances oleh eksekutif dan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu
merupakan elemen terpenting demokrasi. Demokrasi hanya bisa hadir dalam partai
politik yang tumbuh bebas yang bertarung dalam Pemilu yang jujur. Hadirnya
institusi Pemilu yang mantap juga sangat vital dalam konsolidasi demokrasi. Selain
itu, Pemilu juga sarana yang efektif untuk menyalurkan partisipasi politik rakyat dan
menjamin terpilihnya elit politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Penerapan Pemilu di Indonesia menganut sistem multipartai yang dianggap
merupakan salah satu bentuk dari demokratisasi yang selalu berjalan mencari bentuk
yang tepat dan sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.Namun, dalam perjalanan
penerapan sistem multipartai di Indonesia setelah Reformasi ini masih juga
menimbulkan permasalahan.Hal tersebut dikarenakan berdasarkan teori sistem
kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem
pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut.Adanya keterkaitan yang erat antara
upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan terwujudnya sistem
pemerintahan dengan baik dalam rangka penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, keberadaan partai politik muncul bersamaan dengan
berkambangnya hak mengemukakan pikiran dan pendapat. Pasal 28 Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan



pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, merupakan
dasar pembentukan partai politik.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik, dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi keberadaan partai politik
merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik.Sebab ia merupakan
infrastruktur elemen politik sebuah bangsa.’Tidak terbantahkan bahwa tidak ada
sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan partai politik, kecuali
dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter.®Melalui partai politik,
rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah
kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat
dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22E ayat(3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai
berikut, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.

Perpaduan sistem presidensial dan sistem multipartai di Indonesia juga
memiliki implikasi politik terhadap pola koalisi dan oposisi politik. Dinamika koalisi
dan oposisi sejak era Reformasi memperlihatkan sebuah fenomena seiring proses
demokrasi yang sedang mencari bentuk idealnya. Koalisi menjadi pilihan yang tidak
terelakkan di tengah kehadiran sistem multipartai. Namun, demokrasi membutuhkan

oposisi untuk menjamin berlangsungnya proses check and belences.

'DPP PKB, Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa,
Jakarta, 2000, him. 9

8LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng,Partai Untuk Rakyat, Aneka llmu,
Semarang, 2003, him. 33



Sistem presidensialdi Indonesia dijalankan dengan format koalisi, yaitu
adanya persekutuan atau gabungan antara beberapa partai baik dalam
penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden maupun gabungan antar partai
di dalam lembaga parlemen. Adanya koalisi ini tidak terlepas dari kondisi sosial yang
ada pada bangsa indonesia ini, yaitu adanya banyak partai yang bermunculan
sehingga terjadi suatu peralihan sistem yang dari partai minoritas (minority party)

menuju sistem mayoritas partai (mayority party).’

Keberadaan koalisi sendiri di dalam konstitusi Indonesia memang dilegalkan
keberadaannya yaitu sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (2)
yaitu, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”. Adanya
format koalisi tersebut bukan berarti tidak menimbulkan suatu masalah di dalam
sistem pemerintahan presidensial. Misalnya saja, pada koalisi pemenang Pemilu

presiden dan wakil presiden dalam pembentukan kabinet.

Dalam hal penentuan personil dan komposisi kabinet adalah wewenang
mutlak atau hak prerogatif daripada presiden. Berkaitan dengan penyusunan kabinet
tersebut hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh seorang presiden terpilih yaitu;
partai politik pendukung, apakah merupakan partai politik tunggal ataupun gabungan

beberapa partai politik.'

%Ibid, him. 51
1chlasul Amal, Op.Cit., him. 27



Apabila dalam pembentukan dan penyusunan kabinet presiden lebih
mengedepankan kemajuan dan perkembangan negara, maka selayaknya orang-orang
profesional dan beberapa orang dari partai pendukung presiden yang harus
ditempatkan di dalam kabinet, dengan kata lain orang yang akan memimpin suatu
kementerian haruslah orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut, sesuai
dengan tugas, fungsi dan keahliannya. Akan tetapi presiden dan kebinet akan

mendapat kesulitan dalam menjalin hubungan dengan parlemen.™*

Sebaliknya, jika stabilitas pemerintahan yang dikehendaki, maka presiden
harus menempatkan orang-orang dari partai politik ataupun dari gabungan partai
politik pendukung di dalam kabinetnya. Maka kepentingan partai politik atau
gabungan partai politik pendukung akan terakomodir. Akan muncullah hubungan
yang sangat harmonis antara presiden sebagai kepala eksekutif dengan parlemen. Hal
yang demikianlah yang harus dihindari, karena jika keadaan tersebut bertahan sampai
dengan masa kepemimpinan presiden berakhir, maka sudah dapat dipastikan bahwa
fungsi checks and balances tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini
fungsi checks and balances tersebut tidak akan berjalan, karena presiden dan

kabinetnya telah didukung oleh mayoritas suara di parlemen.*

Jika melihat fenomena dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia, sistem
pemerintahan Indonesia diwarnai dengan sikap oposisi yang diambil Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada masa pemerintahan Presiden Susilo

“Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2013, him. 57

“Denny Indrayana, Negara Antara Ada Dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan,
Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, him. 215



Bambang Yudhoyono. Hal ini menyebabkan perubahan yang cukup derastis karena
sebelumya oposisi merupakan sebuah kata tabu dalam sistem pemerintahan di
Indonesia, selain itu konstitusi belum mengatur oposisi dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Begitu juga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sikap oposisi
yang diambil oleh partai politik pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu; Partali
GERINDRA, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam
perkembangannya, terjadi pelemahan kekuatan pada kubu oposisi dikarenakan
beberapa partai politik pendukung KMP kemudian bergabung dan medukung

pemerintah, seperti partai GOLKAR, PAN, dan PPP.

Ini menjadi dilema ketika keberedaan oposisi dalam sistem pemerintahan
Indonesia belum diakui secara konstitusional. Di sisi lain keberadaan oposisi sangat
di butuhkan ketika koalisi yang digalang partai pemerintah menimbulkan
ketidakseimbangan  kekuatan fraksi-fraksi dalam legislatif, ~menimbulkan
kekhawatiran pada over power pemerintah karena legislatif yang seharusnya menjadi
pengawas kebijakan pemerintah justru menjadi alat legalisasi presiden dalam

bertindak.™

Maka dari itu dilema oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia
merupakan dampak dari ketidaktegasan sistem pemerintahan serta sistem kepartaian

seperti apa yang sebenarnya kita jalankan. Berdasarkan latar belakang di atas maka

BIbid., him. 220



penulis tertarik dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Eksistensi Partai Oposisi

dalam Sistem Presidensial di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mengarah dan mengenai sasaran yang
diinginkan, berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis dapat
menarik rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi partai oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial

di Indonesia?

2. Apa implikasi dari keberadaan partai oposisi dalam sistem pemerintahan

presidensial di Indonesia?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini
dengan mana berpatokan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat di atas

antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai eksistensi partai oposisi dalam
sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari keberadaan partai oposisi

dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Sebagaimana lazimnya, suatu penelitian ilmiah mengutamakan asas manfaat.
Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan, dapat dibedakan kedalam 2
(dua) hal pokok, yaitu:
1. Teoritis
(a) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi
pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Tata
Negara.
(b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan

serta pengetahuan penulis mengenai masalah-masalah yang dikaji



dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi mahasiswa

hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Praktis
(@) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan
dan pertimbangan bagi presiden dalam hal menentukan sikap
terhadap partai oposisi.
(b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
yang dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi partai

politik pada umumnya dan partai yang beroposisi pada khususnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Agar penelitian ini menjadi terfokus dan terarah sehingga mendapatkan hasil
yang mumpuni, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu hanya
membahas terhadap hal- hal yang mengenai partai oposisi pada masa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada masa Presiden Joko Widodo
dijadikan sebagai komparasi.
Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya
pembahasan ini tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan
masalah dan juga diharapkan dapat memberi pola pikir yang utuh, terpadu, dan

sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi



tidak menutup kemungkinan dapat menyinggung hal lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang ada pada judul skripsi.

F. Kerangka Teori
1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi digunakan oleh penulis sebagai landasan berpikir dalam
penelitianini, disebabkan oleh karena pada penelitian ini membahas tentang
partai politik dan Parlemen.Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai suatu upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)
dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran
independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga
negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip
cheks and balance.™*

Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan
keratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai

pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari

Y“Hendramin Ranadireks, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokusmedia,Bandung, 2003.
him. 76-77



rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”Konsep demokrasi menjadi sebuah
kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut sebut sebagai perkembangan politik suatu negara.
Menurut Inu Kencana, ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi
pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi
tidak langsung (indirect democracy).*®Demokrasi langsung terjadi bila rakyat
mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung,
artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan
secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan
prosedur mayoritas.Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya
berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan
pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan
walikota) dilakukan rakyat secara langsung.Begitu juga pemilihan anggota
parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara
langsung.Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan
kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak
eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.Pada demokrasi tidak
langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang
berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan
pemerintah atau negara.Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan

demokrasi perwakilan.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008, him. 50
16Azyumardi Azra,Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Gramedia, Jakarta,hlm. 122



2. Teori Oposisi

Secara etimologi, oposisi berasal dari bahasa Inggris yaitu opposition
(opposite, oppnore dalam bahasa latin) yang berarti memperhadapkan,
membantah, dan menyanggah.’Sedangkan secara terminologi, oposisi adalah
golongan atau partai yang menentang politik pemerintah yang sedang
berjalan.®Dalam kamus besar bahasa Indonesia, oposisi diartikan sebagai
partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan

politik golongan mayoritas yang berkuasa.*®

Eep Saifullah mendefenisikan beroposisi politik adalah melakukan
kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa
benar.Jadi oposisi bukanlah penentang, oposisi bukanlah pula sekedar pihak
yang mengatakan ketidaksetujuaan, oposisi bukanlah golongan atau partai
yang hanya teriak semata-mata, dan bukan pula kalangan yang melawan

kekuasaan secara membabi buta.?°

(a) Teori Pilihan Rasional
Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor.Aktor
dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud tujuan

dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapi tujuan itu. Teori ini

Loren Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 1996, him. 754

*¥John McGill dan Eddy Soetrisno, Kamus Politik, Aribu Matra Mandiri, Jakarta, 1996, him.
154

Tim Penyususn Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him.
628

®Eep Saifullah Fatah, Membangun Oposisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, him. 11



digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan suatu kelompok,
golongan, atau partai politik membuat pilihan sebagai oposisi.*
(b) Teori Kecerdasan Oposisi
James Redfield menggas suatu teori tentang ‘“kecerdasan oposisi”
yakni suatu kecerdasan selain kecerdasan intelektual, emosional, serta
spiritual, dapat kita kembangkan untuk melihat bagaimana suatu kekuatan
oposisi bisa berjalan efektif. Inti kecerdasan itu meliputi; pilihan ideologi
gerakan, sumber daya kelembagaan, SDM aktornya, manajemen gerakan,
serta jejaring Kkerja.Salah satunya menunjukkan bagaimana suatu
kelompok, golongan, atau partai politik menggalang kekuatan oposisi.
Selain itu kecerdasan oposisi akan memperlihatkan sejauh mana
kecerdasan suatu kelompok, golongan, atau partai politik mewujudkan
oposisi yang efektif.?
3. Teori Politik Hukum
Penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu
bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam
bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang

dicita-citakan.?®

2'Runengsih  Edah, Oposisi Dalam  Perspektif ~Pendidikan  Politik, http:/a-
research.upi.edu/2011, diakses pada tanggal 20 september 2017
22( |
Ibid.,
Zpadmo Wahyono,Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. I, Ghalia Indonesia,
Jakarta.1986, him. 16



Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis,
terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang
telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi
kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat, sesmuanya diarahkan dalam rangka mencapai

tujuan negara yang dicita-citakan.**

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang
lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang
kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will
dari masing-masing pemerintah.Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal
dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan
universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara

mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono®, faktor-faktor yang akan menentukan politik
hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau
tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi
belaka, akan tetapi ikutditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan
hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.
Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang

kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

?* Frans Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, him. 310

#Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,
1991, him. 23



Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum
yang lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di
masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu
sendiri.®®Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua
dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari
diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan

yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan
suatu karya ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagi berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif dilihat dari 3 (tiga) tataran ilmu hukum, yaitu: Dogmatik hukum,
Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.?’Titik berat penelitian ini terletak pada
tataran dogmatik hukum. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

%Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, him. 9
?’Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 13-14.



Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, yang paling signifikan adalah
terletak pada kualitas, bukan pada data-data yang berbentuk statistik
sebagaimana layaknya dalam penelitian ilmu eksakta.Penelitian ini juga
disebut penelitian kualitatif. Menurut H. Hadari Nawawi, penelitian kualitatif
dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi,
dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan

pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.”®

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah

(historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.?®

b. Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka untuk memahami
filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami
perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan
hukum tersebut.

c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1983, him. 67.

Zpeter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
him. 93



Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat
menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika
menyelesaikan isu hukum yang relevan dengan permasalahan
penelitian ini.*
3. Bahan Hukum
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, adapun yang
menjadi bahan hukum primer yaitu:
I Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945,
ii. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,
iii.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
iv. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yaitu :
i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-1X/2011

ii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X1/2013

*Ibid., him. 96
31S0erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., him. 15



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

iv.

V.

Vi.

Artikel,

Karya lImiah,
Kamus,

Media Massa,
Ensiklopedia, dan

Sumber-sumber lain yang diambil dari internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai

teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang

sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif,

karena bahan hukum yang dihasikan berupa kalimat-kalimat dan bukan

angka-angka. Berbagai bahan hukum yang diperolen melalui studi

kepustakaan selanjutnya dikelompokkan dan dihubungkan satu sama lainnya,



apakah bahan hukum saling mendukung atau bertentangan. Kemudian akan
dilakukan analisis secara deskiptif kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum
secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak
tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum
dan pemahaman analisis bahan hukum. Kemudian dikembangkan lagi serta
dirangkum dalam suatu tulisan sehingga skripsi ini merupakan bentuk

penelitian murni (pure research).*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif
yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum-bahan
hukum yang bersifat umum ke bahan hukum-bahan hukum yang bersifat

khusus.>®

H. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan proposal skripsi tersebut, adapun yang
menjadi isi yaitu:
1. Bab 1, berisikan mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari; latar

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan

%2Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, him. 35
#1bid., him. 36



penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

. Bab 2, yaitu berisikan mengenai partai politik dan sejarah partai politik
di Indonesia, Pemilu dan sejarah Pemilu di Indonesia, dan partai
oposisi di Indonesia.

. Bab 3, berisikan mengenai pembahasan, yang dalam hal ini membahas
dan menganalisis permasalahan yang telah dibuat dalam rumusan
masalah.

. Bab 4, berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam bab 3

serta saran yang dikemukakan oleh penulis.
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